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Entitas :
	Provinsi
	Palu
	Donggala
	Tolitoli
	Buol
	Sigi
	Morowali Utara
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	Poso
	Morowali
	Tojo Una-una
	Banggai
	Banggai Kepulauan
	Banggai Laut
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Cepala  Dinas
1508) Parimo,
ilana mengin-
da seluruh anak
ng bertanggung
m_pemberian
ada warga mis-
dak sembarang
pungli. “Karena

ka ditemukan
ti melakukan
knya langsung
'gas oknum.ok-
nelakukan pel-
rsebut. Apalagi

jika oknum yang melakukan
‘pungli justru pegawai di di-
nas, ia dengan tegas menga-
takan, langsung mengam-
bil tindakan sesuai dengan
atuan. “Kami akan melaku-
kan tindakan tegas. Jadi
jangan coba-coba pungli,”
tegasnya.

Arman mengupgkapkan,
didalam menindaklanjuti
intruksi presiden berkaitan
dengan sapu bersih pug-

li tersebut pihaknya sudah -

‘menginstruksikan seluruh
jajarannya mulai dari sek-
retaris kepala bidang, kepa-
la seksi, dan Kasubag, agar
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Arman Maulana

tidak melakukan pungli.

Khusususnya yang men-
yangkut program _ban-
tuan yang ada di dinsos.
Beberapa program ban-
tuan tersebut diantaran-
ya adalah Kelompok Usaha
bersama KUBE dan pen-
damping Program Keluarga
Harapan(PKH). Disamping
itu, Arman juga meminta
kepada para pendamping
yang menerima bantuan
yang dimaksud, agar jangan
sampai melakukan pungli
di luar ketentuan.

Ta menegaskan, bantu-
an-bantuan yang diberikan

kepadafakirmiskinharusdi‘
laksanakan dengan sebaik-
baiknya. “Pemberian ban-
tuan itu tidak boleh disertai
embel-embel,"tandasnya.
Ia menambahkan, mis

alnya ada bantuan yang di-
berikan kepada satu kelom-
pok harus ada keterbukaan
sepanjang tidak ada yang
bersifat pungutan dan ke-
harusan, Tidak hanya itu,
jangan mengenal adanya
kompromi, cukup yang di-
gunakan adalah biaya per-
jalanan dan pendampingan
yang sudah teralokasi. Jika
ada yang melanggar, hal

itu menjadi tanggungjawab
sendiri,

Bahkan  rencanan-
ya untuk persiapan pe-
luncuran dana KUBE ban-
tuan APBN dari kemen-
trian sosial disitubtertera
Surat Pertanggung Jawaban
Mutlak (SPTIM) hal itu
mengikat. Semua penerima
bantuan harus menandata-
ngani SPTJM yang menga-
tur untuk tidak membuat
hal-hal diluar ketentuan.
Pendamping harus men-
‘gawal agar tidak terjadi pel-
anggaran dan sesuai den-
gankebutuhan. (iwn)




